





6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalahSatuan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

». Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lam: dau
adalah pembakua ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kenc -aan
dinas.

8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dalam mencapai sa ran
yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.

8. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak tangsung berfungsi menunjang
terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan danr nah
instansi/rumah dinas.

10. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan
alat-alat periengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyar:i n
estetika.

11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan
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manurut jeﬂis peﬁerjaan yang dilaksanakan.

12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas
rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.

13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya
untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan nas
onpraqmnnlfl(pndar:aan dinas mhnfnn dan kendarazan dinas khnqnc:!l:mnnnnn
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BAB Il
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau
dilakukan berdasarka azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, mar 1at,
keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilak an
untuk:

a. kelancaran proses pekerjaan;

b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai
c. memudahkan komunikasi;

d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan

e. memudahkan pengaimanan a"Sip dan dokumentasi

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan
untuk menjamin:

keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;

keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;

cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;

penataan yang bern 1 estetika;

kesejahteraan pegawai; dan

kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan
volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Teeo T



BAB ill
STANDARISASI SAR "NA DANF ..ASAR NA hoRJA
Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, mefiputi:
a. ruangan kantor,

b. perlengkapan kantor;

c. rumah dinas; dan

d. kendaraan dinas.

Pasai 6
Ruangan kantor sebag "mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
ruang ke 1
ruang tamu;
ruang staf;

tuang tunggu,

ruang rapat;

ruang pola,

ruang data;

ruang bendahara/pemegang kas;

ruang sandi dan telkom;

ruang arsip rahasia;

ruang arsip aktif;

ruang arsip inaktif;
. Tuang arsip statis;

ruang perpustakaan;

ruang pol linik;

ruang laboratorium;

ruang penyajian data;

ruang penyimpanan/gudang;

ruang sentral telepon;

ruang komputer;

ruang pos penjagaan keamanan,

ruang kantin;

ruang sumber tenaga diesel:

ruang ibadah/mushola;

ruang kamar mandi/ioiiet;
aa. ruang penggandaan; dan
bb. lain-lain sesuai kebutuhan.
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Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam . asal 5 huruf b, meliputi:
perabot kantor;

alat-alat bermesin;

alat tulis kantor;

papan informasi;

peralatan alat ukur;

alat-alat visual;

alat-alat medijs;

perangkat sandi dan telekomunikast;
perlengkapan kearsi 1in;

perlengkapan Petugas Keamanan; dan
lain-lain sesuai kebutuhan.
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Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dale... Pasal 6 dan
Pasal 7, diperuntukkan bagi:

Bupati;

Wakil Bupati;

FPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sekretaris Daerah;

Pejabat eselon II, eselon HI, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.
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Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi :
a. rumah jabatan;

b. rumah instansi/rumah dinas: dan
¢. rumah pegawai.
Pasal 10

(1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukl 1 b:
pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat D rah
dan Sekretaris Daerah.

(2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perfengkapan dan
perabot rumah tan ja.

(3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas s« 1ma
pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

(1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hur b,
diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud nada ayat (1), dapat disediakan
perlengkapan.

(3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ter itas
selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh
Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pc_awai Negeri Sipil, Tentara Na: »nal
Indonesia de  Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. kendaraan perorangan dinas:

b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan: dan

c. kendaraan dinas ¢ :rasional khusus/lapangan.

Pasal 14

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,
disediakan dan dipergunakan uniuk pejabat negara.

(2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan agi
pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau.
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Pasal 15

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan unfuk kegiatan operasional perkantc n.

(2) Kendaraan dinas oerasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ada
ayat (1), diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sur
pimpinan kelengka n DPRD.

(3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ada
ayat (1), dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon ll, eselon il dan eselon IV.

Pasal 16

(1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pas 13
huruf ¢, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapan in
dan pelayanan umum.

(2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/iapan: 1.

(3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terca 1m
datam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
FPasal 18

(1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang
sudah diplitur, tidak periu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.

(2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, t an
gempa dan tahan terhadap hama.

(3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/ruman dinas seria iuas tanah yang sudah ada
dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

(4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak
melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

(5) Kendaraan dinas ya j sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

{6) Pada ruangan Kerja tertenty dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancu
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kertas, proyektor, tayar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.

(7) Untuk  keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanc..
gedung/bangunan, ‘perti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemac m
kebakaran, CCTV (Closed Circurit Television) dan lain-lain.

Pasal 19

Untuk standarisasi dan spesifikasi sarana dan prasarana kerja serta efisiensi anggaran
maka pengadaan akan ¢’ tur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ~ ipati ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 November 2018

BL. ATILAMANDAL,

HENDRA LESMANA

Diundangkan «. . swcugu i
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAI KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 561














































































